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24 Februari 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
6-13-20/PUU-VI111/2010 tentang Pengujian Pasal 30 ayat (3) huruf c
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia terhadap UUD 1945, 13 Oktober 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 45/PUU-VI11/2010
tentang Pengujian Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
terhadap UUD 1945, 1 Mei 2012.
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Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-VI111/2010
tentang Pengujian Penjelasan Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 6
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap
UUD 1945, 26 April 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-VI11/2010
tentang Pengujian Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, 19
September 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 76/PUU-VI111/2010
tentang Pengujian Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945, 3 Maret 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-1X/2011
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945, 18 Oktober 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU-X/2012
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
terhadap UUD 1945, 15 Januari 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 29/PUU-X/2012
tentang Pengujian Pasal 505 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap UUD 1945, 3
Januari 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-X/2012
tentang Pengujian Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945, 19 September
2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86/PUU-X1/2012
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat terhadap UUD 1945, 31 Oktober 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 94/PUU-X/2012
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
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dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945, 12 Juni
2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 99/PUU-X/2012
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman terhadap UUD 1945, 18 Juli 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108/PUU-X/2012
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap
UUD 1945, 13 Maret 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-/2013 tentang
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana terhadap UUD 1945, 6 Maret 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 82/PUU-XI1/2013
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan terhadap UUD 1945, 23 Desember 2014,

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1-2/PUU-XI1/2014
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang,
terhadap UUD 1945, 13 Februari 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XI1/2014
tentang Pengujian Pasal 260 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD
1945, 28 Mei 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33/PUU-XI11/2015
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang terhadap UUD 1945, 8 Juli 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XI11/2015
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang terhadap UUD 1945, 9 Juli 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 51/PUU-XI11/2015
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945, 9 Juli 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XI11/2015
tentang Pengujian Pasal 51 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta terhadap UUD 1945, 13 Oktober 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XI11/2015
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang terhadap UUD 1945, 29 September 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 80/PUU-XI11/2015
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang terhadap UUD 1945, 22 September 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 107/PUU-XI11/2015
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
terhadap UUD 1945, 15 Juni 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 133/PUU-XI11/2015
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945, 11
Januari 2017.
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Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 9/PUU-XI1V/2016
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945, 10
Juli 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XI1V/2016
tentang Pengujian Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945, 7
September 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XI1V/2016
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945, 10 Oktober 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 71/PUU-XI1V/2016
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang terhadap UUD 1945, 19 Juli 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 83/PUU-XI1V/2016
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh terhadap UUD 1945, 25 Januari 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 88/PUU-XI1V/2016
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap UUD 1945, 31
Agustus 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XI1V/2016
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan terhadap UUD 1945, 7 November 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PUU-XV/2017
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana terhadap UUD 1945, 31 Januari 2018.
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Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13/PUU-XV/2017
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945, 14 Desember 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 54/PUU-XV/2017
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan terhadap UUD 1945, 7 November 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 88/PUU-XV/2017
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan terhadap UUD 1945,
26 April 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 102 PUU-XV/2017
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan
Perpajakan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945, 9 Mei 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU/XV1/2018
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945, 23 Mei 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XV1/2018
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, 24 Januari 2019.



